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Saat ini teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting bagi suatu 
organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dinas Komunikasi dan 
Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah perangkat daerah 

yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi 
dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik. Saat ini pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten “X” sudah menerapkan tata kelola 
teknologi informasi ditandai dengan sudah diterapkannya SPBE pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten “X”, kemudian telah menggunakan aplikasi 
berbasis elektronik sesuai klasifikasi  e-government, dan penerapan Standard 
Operating Procedure (SOP) terkait kebijakan kebijakan tata kelola yang 
berlaku. Namun terdapat beberapa permasalahan pada Diskominfo Kabupaten 

“X”, yaitu masalah mengenai sumber daya manusia, aset dan pengawasan. 
Oleh karena itu perlu dilakukannya pengukuran capability level tata kelola TI 
yang Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kapabilitas dan 
memberikan rekomendasi tata kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 
2019. Hasil penelitian ini terlihat pada penilaian pada COBIT 2019, capability 
level tata kelola TI pada Diskominfo Kabupaten “X” berada pada level 1 yaitu 
Performed Process yang berarti proses yang diimplementasikan berhasil 
mencapai tujuannya. Agar tata kelola TI pada Diskominfo Kabupaten “X” 
dapat mencapai capability level yang diingkan yaitu di level 3 (Established 

Process), maka rekomendasi yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan 
SDM yang ada sekarang, dilibatkannya Diskominfo itu sendiri dalam 
mengelola SDM, membuat daftar prioritas untuk pemasangan dan 
pengembangan aplikasi berbasis elektronik, dan menetapkan Standard 
Operational Procedure yang berkaitan dengan target kinerja dan kesesuaian. 
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The Office of Communication and Informatics, hereinafter referred to 

as Diskominfo, is a regional apparatus that carries out Regional 

Government affairs in the field of communication and informatics, the 

field of coding, and the field of statistics. Currently, the “X” Regency 

Communication and Informatics Office has implemented information 

technology governance as indicated by the SPBE implementation at 

the “X” Regency Regional Government, then has used electronic-

based applications according to e-government classification, and the 
implementation of Standard Operating Procedures (SOP) related to 

policies applicable governance policies. However, there are several 

problems at the Diskominfo “X” Regency, namely problems regarding 

human resources, assets and supervision. Therefore it is necessary to 

measure the capability level of IT governance with the aim of knowing 

the level of capability and providing recommendations for IT 

governance using the 2019 COBIT framework. Based on the results of 

the 2019 COBIT assessment, the capability level of IT governance at 

Diskominfo, “X” Regency is at level 1 namely the Performed Process, 

which means that the implemented process has succeeded in achieving 

its goals. In order for IT governance at the Diskominfo “X” Regency 
to achieve the desired capability level, namely at level 3 (Established 

Process), the recommendations that need to be made are optimizing 

the existing human resources, involving the Diskominfo itself in 

managing human resources, making a priority list for installation and 
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developing electronic-based applications, and establishing Standard 

Operational Procedures relating to performance targets and 

suitability. 
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1. PENDAHULUAN 

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi di era modern ini, kebutuhan akan informasi menjadi 

semakin penting. Alasan utama penggunaan teknologi informasi adalah untuk meningkatkan fungsionalitas 

proses dan teknologi bisnis perusahaan. Namun, pengenalan teknologi informasi seringkali menimbulkan 

masalah dalam penyelarasan dan integrasi teknologi dan strategi bisnis[1][2][3]. Di seluruh dunia, berbagai 

perusahaan, termasuk lembaga pemerintah, sangat bergantung pada teknologi informasi (TI). Prosedur e-

government memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, 

transparansi, dan tanggung jawab administrasi. Hal ini sejalan dengan tujuan pengembangan e-government 

Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2003[4], antara lain menciptakan sistem 

e-government yang efektif dan efisien untuk meningkatkan standar pelayanan publik. Dengan memaksimalkan 

penggunaan teknologi informasi, pengembangan e-government mengatur sistem administrasi dan proses kerja 
dalam pengaturan administrasi[5]. Tata kelola TI diperlukan karena beberapa alasan, yaitu mengubah peran TI 

dari fungsi efektif menjadi fungsi taktis; adalah pekerjaan teknologi informasi yang strategis, namun kandas 

sebab cuma teknisi teknologi informasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya[6]; Keputusan TI tidak 

direncanakan dengan baik di pemerintahan; TI adalah satu dari banyak keadaan yang bisa menghasilkan visi, 

misi dan objektif organisasi; serta keberhasilan implementasi TI harus diukur dengan metrik manajemen TI.[3] 

Tata kelola TI penting karena sejumlah alasan, karena harapan dan kenyataan sering kali tidak sesuai. Bagian 

dari harapan dewan adalah memberikan solusi TI berkualitas tepat waktu dan sesuai anggaran; Kelola teknologi 

TI dan gunakan secara menguntungkan; mengimplementasikan teknologi informasi untuk mengembangkan 

kedayagunaan dan daya produksi dalam mengelola risiko teknologi informasi. Dan ada sejumlah alasan 

mengapa tata kelola TI itu penting, yaitu sumber daya yang tidak mencukupi untuk mencukupi komitmen masa 

kini dan masa yang akan datang dan persyaratan bagi manajemen untuk mengalokasikan sumber daya 

tambahan melalui rekrutmen, pelatihan atau outsourcing layanan TI. penurunan kualitas proyek yang 
ditetapkan lebih dahulu sebab minimnya pemantauan; Minimnya korespondensi serta koneksi disela-sela 

teknologi informasi dan bisnis dikarenakan bisnis tak merespon kepentingan bisnis ataupun mungkin karena 

bisnis tak memperdulikan saran serta saran dari teknologi informasi[7] 

Berlandaskan PERMENPAN-RB No. 30/2011 ada deklarasi good governance[8]. Tata pemerintahan yang baik 

terdiri dari sepuluh prinsip pemerataan, pengawasan, supremasi hukum, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, 

akuntabilitas, partisipasi, profesionalisme, transparansi, dan pandangan ke depan. Selaku instansi 

pemerintahan[9][10]. Pemerintah Kabupaten “X” diharapkan dapat menerapkan Rencana Pengelolaan 

Informasi dan Komunikasi yang baik. Di Pemerintah Daerah Kabupaten “X”, Otoritas Pengelola Teknologi 

Informasi adalah Biro Komunikasi dan Informatika “X”. 

Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya akan disebut Diskominfo “X” adalah perangkat Daerah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, 
dan bidang statistik. Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika “X” sudah menerapkan tata kelola teknologi 

informasi, hal ini dapat dilihat dari sudah diterapkannya SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten “X”, 

kemudian telah menggunakan aplikasi berbasis elektronik sesuai klasifikasi  e-government, dan penerapan 

Standard Operating Procedure (SOP) terkait kebijakan kebijakan tata kelola yang berlaku. 

Berdasarkan data dari hasil wawancara pada Bidang Pos dan Telematika, Saat ini Diskominfo Kabupaten “X” 

mempunyai beberapa masalah terkait Tata Kelola TI, yaitu anggaran yang ditetapkan sudah dikelola dengan 
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baik namun belum efisien dalam penggunaannya, koordinasi antara Diskominfo Kabupaten “X” dengan OPD 

terkait dalam hal pembuatan ataupun pengembangan aplikasi masih kurang, dan yang terakhir yaitu antara 
kebutuhan pekerjaan dengan SDM yang ada pada Diskominfo Kabupaten “X” kurang seimbang. Suatu 

perusahaan diharapkan untuk melakukan pengukuran capability level tata kelola teknologi informasi 

dikarenakan saat perusahaan telah mengetahui capability level tata kelola teknologi informasi suatu perusahaan 

dapat diketahui kinerja yang terdapat pada organisasi, target yang akan dicapai untuk dikembangkannya 

teknologi informasi lebih lanjut serta dapat diidentifikasinya pertumbuhan teknologi informasi pada 

perusahaan[11]. Capability Level adalah tipe yang mencerminkan dengan jalan apa proses inti organisasi 

bekerja, mencari tahu proses yang mana bekerja seperti yang diharapkan dan proses mana yang masih belum 

selesai, yang memerlukan perhatian dan perbaikan khusus. Ada 6 tingkat proses yang dapat digapai mulai dari 

Incomplete Process (level 0) hingga Optimizing Process (level 5)[12]. 

2. METODE PENELITIAN 

Terdapat beberapa tools yang sering digunakan untuk merancang tata kelola TI, yaitu ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library), AS 8015 (Australian Standards 8015) COSO (Committee of Sponsoring 

Organization of The Treadway Commission), TOGAF (The Open Group Architecture Framework) dan COBIT 

(Control Objective for Information and Related Technology). Keunggulan COBIT dibanding framework ITIL, 

AS 8015, COSO dan TOGAF adalah auditor dapat meninjau proses TI lebih spesifik dengan adanya control 

objective, membantu pemilik proses menentukan apa yang harus dilakukan dan juga fokusnya, COBIT 

menunjukkan best practice yang tepat[13]. Pada framework COBIT disediakannya hubungan yang jelas antara 

kebutuhan Tata Kelola TI, proses TI dan objektif control TI. Oleh karena itu, COBIT mendukung Tata Kelola 

TI dengan penyediaan framework dengan memastikan bahwa TI selaras dengan kebutuhan bisnis, TI yang 

mendukung bisnis dengan lebih baik dan mampu mengoptimalisasi manfaat, penggunaan sumber daya TI yang 

bertanggung jawab serta risiko TI dikelola dengan tepat[14]. 

Berdasarkan hambatan dan permasalahan yang terdapat pada Diskominfo Kabupaten “X”, maka ditetapkan 

Domain yang akan menjadi fokus pada COBIT 2019 terdiri dari 5 domain sesuai dengan apa yang menjadi 
prioritas kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh Diskominfo “X”  yang terdiri dari EDM04 – Ensured 

Resource Optimization, APO07 – Managed Human Resources, BAI09 – Managed Assets, DSS01 - Managed 

Operations, dan MEA01 – Managed Performance and Conformance Monitoring[15]. 

a. Inisiasi 

Pada tahapan initiation ini melakukan pendefinisian business goals COBIT 2019 yang diselaraskan dengan 

tujuan bisnis dan sasaran pada Diskominfo Kabupaten “X”. Saat ini Diskominfo Kabupaten “X” mempunyai 

beberapa masalah terkait Tata Kelola TI, yaitu antara lain anggaran yang ditetapkan sudah dikelola dengan 

baik namun belum efisien dalam penggunaannya, koordinasi antara Diskominfo Kabupaten “X” dengan OPD 

terkait dalam hal pembuatan ataupun pengembangan aplikasi masih kurang, dan yang terakhir yaitu antara 

kebutuhan pekerjaan dengan SDM yang ada pada Diskominfo Kabupaten “X” kurang seimbang. 
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Gambar 1 Pemetaan IT-Related Goals dengan Enterprise Goals 

Berdasarkan Gambar 1 tentang pemetaan IT-related Goals yang diselaraskan dengan tujuan Diskominfo 

Kabupaten “X” terdapat 5 proses COBIT yang menjadi prioritas pada penilaian yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaiu EDM04 (Ensured Resource Optimisation), APO07 (Managed Human Resources), 

Conformance Monitoring)[16]. 

b. Perencanaan dan penugasan 

Pada tahapan planning the assessment ini dilakukannya penyusunan daftar partisipan yang akan terlibat dalam 

diskusi proses proses COBIT 2019 dalam pengukuran capability level pada Diskominfo Kabupaten “X”.  

c. Pengarahan 

Pada tahapan briefing ini, semua partisipan diberikan penjelasan mengenai masukan, proses dan keluaran 

dalam penilaian capability level yang akan dilakukan pada Diskominfo Kabupaten “X” serta tahapan dalam 

penelitian, mulai dari penentuan jadwal, pengumpulan dokumen, penilaian dokumen, sampai pelaporan hasil 

pengukuran capability level tata kelola TI 

d. Pengumpulan data 

Pada tahapan data collection ini dilakukannya pengumpulan informasi mengenai dokumen output yang 

dibutuhkan dalam pengukuran capability level. Pengumpulan informasi mengenai dokumen ini akan dilakukan 

berdasarkan beberapa jurnal terkait sebagai landasan dari dokumen yang akan didefinisikan. Pendefinisian 

dokumen ini bertujuan untuk memudahkan dalam mencari bukti-bukti temuan yang terdapat pada Diskominfo 

Kabupaten “X” 

e. Validasi Data 

Pada tahapan data validation ini dilakukannya pengecekan hasil temuan dokumen yang telah didefinisikan 

sebelumnya. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil temuan dokumen yang disampaikan oleh 

partisipan adalah dokumen yang akurat 

f. Rating Atribut 

Pada tahapan ini dilakukannya perhitungan terhadap seluruh proses yang dilakukan penilaian, yaitu EDM04 

(Ensured Resource Optimisation), APO07 (Managed Human Resources), BAI09 (Managed Assets), DSS01 
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(Managed Operations), dan MEA01 (Managed Performance and Conformance Monitoring). Dilakukannya 

pemenuhan Generic Work Product dengan cara mengecek secara bertahap apakah proses tersebut telah 
memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi di setiap levelnya. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan nilai 

dari setiap proses-proses COBIT 2019 yang akan dihitung sehingga dapat ditentukan tingkat kapabilitasnya. 

 

Dalam menilai tingkat kapabilitas, peneliti menggunakan metode perhitungan berikut : 

Capability Level  =
(𝐧∗𝟎)+(𝐧∗𝟏)+(𝐧∗𝟐)+(𝐧∗𝟑)+(𝐧∗𝟒)+(𝐧∗𝟓)

𝒁
 ………………………. (1) 

 

g. Pelaporan hasil 

Pada tahapan terakhir ini dilakukannya pelaporan hasil dari penelitian mengenai pengukuran capability level 

Tata Kelola TI pada proses EDM04 (Ensured Resource Optimisation), APO07 (Managed Human Resources), 

BAI09 (Managed Assets), DSS01 (Managed Operations), dan MEA01 (Managed Performance and 
Conformance Monitoring). Pelaporan ini dilakukan setelah mendapatkan hasil temuan, aktifitas tiap proses dan 

gap dari hasil penelitian. Hasil laporan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

- Gap yang didapat dari kondisi capability level saat ini (as is) dan kondisi capability level yang diinginkan (to 

be). Kedua kondisi tersebut didapatkan dengan cara wawancara dan diskusi terhadap pihak terkait. 

- Rekomendasi yang didapatkan dari perhitungan capability level dan analisis gap serta temuan yang sudah 

dikumpulkan pada langkah sebelumnya agar didapatkan suatu usulan perbaikan tata kelola yang mengarahkan 

Diskominfo Kabupaten “X”ke level yang diharapkan organisasi 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Rekapitulasi hasil capaian 

Process Name 
Target 

Level 

Process Capability Level 

0 1 2 3 4 5 

EDM04 Ensured Resource 

Optimization 
3   √    

APO07 Managed Human 

Resources 
3  √     

BAI09 Managed Assets 3  √     

DSS01 Managed 

Operations 
3  √     

MEA01 Managed 

Performance and 

Conformance Monitoring 

3  √     

Pada Tabel I dijelaskan bahwa proses EDM04 Ensured Resource Optimization berada pada level 2, APO07 

Managed Human Resources berada pada level 1, BAI09 Managed Assets berada pada level 1, DSS01 Managed 

Operations berada pada level 1, dan MEA01 Managed Performance and Conformance Monitoring berada pada 

level 1. Setiap proses belum ada yang mencapai target level yang telah ditentukan peneliti sebelumnya yaitu 

level 3.  

 
Gambar 2. Rekap diagram representasi penilaian 

Dapat dilihat pada Gambar 2 diatas bahwa proses EDM04 Ensured Resource Optimization berada pada level 

2 yang artinya proses tersebut telah tercatat, terukur dan sesuai dengan tujuan. Proses APO07 Managed Human 

0
1
2
3
4
5

EDM04 Ensured
Resource

Optimization

APO07 Managed
Human Resources

BAI09 Managed
Assets

DSS01 Managed
Operations

MEA01 Managed
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Capability Level

Current Capability Expected Capability Max Capability
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Resources, BAI09 Managed Assets, DSS01 Managed Operations dan MEA01 Managed Performance and 

Conformance Monitoring berada pada level 1, yang artinya proses tersebut telah diterapkan pada Diskominfo 
Kabupaten “X”. 

Prosedur penghitungan rata-rata tingkat kemampuan evaluasi yang digunakan pada tahap awal di diuraikan 

sebagai berikut, yaitu sebagai berikut : 

Capability Level  =
(𝐧∗𝟎)+(𝐧∗𝟏)+(𝐧∗𝟐)+(𝐧∗𝟑)+(𝐧∗𝟒)+(𝐧∗𝟓)

𝒁
 

Akibatnya, berikut adalah bagaimana rata-rata dalam evaluasi ini ditentukan  

Capability Level  =
(𝟎∗𝟎)+(𝟒∗𝟏)+(𝟏∗𝟐)+(𝟎∗𝟑)+(𝟎∗𝟒)+(𝟎∗𝟓)

𝟔
 

  Capability Level  =
𝟔

𝟔
 = 1 

Sesuai perhitungan yang telah dilakukan maka didapatkan rata-rata penilaian capability level tata kelola 
teknologi informasi pada Diskominfo Kabupaten “X” adalah 1. Berdasarkan penilaian tersebut maka capability 

level tata kelola TI pada Diskominfo Kabupaten “X”saat ini berada pada level 1 dan memiliki gap sebesar 2 

untuk mencapai pada target level yang telah ditentukan peneliti pada Diskominfo Kabupaten “X”, yaitu level 

3. Berdasarkan tabel 2.1  tentang Capability Process terdapat 6 level kapabilitas proses yang bisa dicapai, mulai 

dari Incomplete Process (level 0) hingga Optimizing Process (level 5). Dan berdasarkan hasil peneliaian yang 

telah dilakukan sebelumnya Diskominfo Kabupaten “X” sekarang berada pada tingkat Performed Process 

(level 1)  yang berarti proses yang diimplementasikan berhasil mencapai tujuannya 

 

4. KESIMPULAN  

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulannya adalah : Mempertimbangkan 

unsur-unsur yang disebutkan sebelumnya, tingkat kemampuan tata kelola TI berada di Diskominfo Kabupaten 

“X” rata-rata berada pada level 1 dan memiliki gap sebesar 2 untuk mencapai pada target level yang telah 
ditentukan peneliti yaitu level 3. Dan berdasarkan analisa gap yang telah dianalisis, untuk mencapai target level  

yaitu Established Process (level 3) maka diberikanlah usulan rekomendasi sebagai berikut : Solusi yang 

disarankan sesuai dengan masalah sumber daya manusia yang diangkat dalam EDM04 (Ensured Resource 

Optimization) dan APO07 (Managed Human Resources) pada Diskominfo Kabupaten “X” adalah 

dilakukannya pengoptimalan SDM yang ada sekarang dengan cara mengadakan pelatihan dalam bidang TI 

serta dilibatkannya Diskominfo Kabupaten “X” itu sendiri dalam mengelola SDM dikarenakan SDM yang ada 

pada Diskominfo Kabupaten “X” saat ini kurang sesuai dengan kebutuhan, dimana dibutuhkannya SDM 

lulusan TI. Sesuai dengan permasalahan aset pada domain BAI09 (Managed Assets), maka usulan 

rekomendasinya merujuk pada perlunya membuat daftar prioritas untuk pemasangan dan pengembangan 

aplikasi berbasis elektronik. Perbaikan yang disarankan sejalan dengan pengawasan domain DSS01. (Managed 

Operations) dan MEA01 (Managed Performance and Conformance Monitoring) antara Diskominfo 
Kabupaten “X” dengan OPD adalah menetapkan Standard Operational Procedure yang berkaitan dengan 

target kinerja dan kesesuaian. 
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